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ADSTRAK 

Andara Rivo Oct.avinnto. 201820252006. Pcncg.akan J fukum P1dana Terhadap 
Pc1aku Usalm Yang mcmpcrjualbclikan Kosmctik yang tidak terdafl.ar di BPOM 
dengan tmnsaks1 E-C ommcrce 

PcnelitJan mi dilakukan untuk mcngetahui pcrtanggungjawaban peJaku tindak 
pidana peredaran kosmetik yang tidak lerdafiar di BPOM melalui oflme atau e­
commerce berdasarkan peraturan pcrundang-undangan yang berJaJru di Jndonesia. 
Untuk mengctahui upaya pcmbaharuan hukum pidana di bid.ang transaks1 kosmetik 
secara e-commerce dalam s1stem hukum di Indonesia. Tcori yang digunakan dalam 
pcnclitian ini adalah teori Negara hokum, teori kepastfan hukum., t.eori kea.dil� dan 
teori penegakan hukum. Metocie penelitian yang digunakan adalah peneJitian hukum 
nonnatif empiris. Pcnelitian hukum normatif ernpiris (applied law research) merupakan 
penehtian yang menggunakan studi kasus huJcum normatif-empiris bennula dari 
ketentuan hukum positif tertu1is yang diberlakukan pada peristiwa hukum m conreto 

dalarn masyarakat Basil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggung jawaban 
pelalru tindak pidana peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM) meJalui ofjline ataupun e-commerce berdasaran peraturan 

perundang-undangna yang ber1aku di Indonesia meJaJui proses persidangan dalam 
putusan pengadilan hakim menjatuhkan hukuman pidana yang lebih ringan 
dibandingkan dengan ancaman piclana yang telah clitentukan dalam undang-undang 
tentang ksehatan maupun undang-undang tentang perlindungan konsumen bahkan 
dapat dijatuhkan dengan pertimbangan pjdana bersyarat yang pada a.khimya tidak 
menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang meogedark:an kosmetik yang 
tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Dan upaya 
pembaharuan hukum pidana di bidang transaksi kosrnetik secara e-commerce dalam 
sistem hulrum di Indonesia memerJukan penataan kembali pada institusi/kelembagaan 
pemerintaha terhadap ketidakefektifan pelaksanaan sistem pengawasan yang dilakukan 
oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan clan meningkatkan kesadaran hukwn bagi 
masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam 
kerjasama yang sinergjs dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha 
yang memperjual belik:an kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat clan 
Makanan dengan transaksi e-commerce. 

Kata kunci : kosmetik, ijin edar> e-commerce 
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